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Abstract 
 

In the rules of law that govern marriage/marriage, there is a recognized sasas which is one of the 

important ingredients in that line, namely the sasas of smonogamy. Smonogamy is a principle in the 

line of marriage / marriage in which a man as a husband is not allowed to have more than 1 (one) wife, 

so on the other hand, a woman as a legal wife can have 1 (one) husband. However, sdi sasas 

smonogamy in Law Number 1 s of 1974 s Regarding marriage, it provides an exception regarding the 

sasas, that is, a man can have more than someone else's system if only it is subject to the consent of the 

first wife. From this background, a problem is obtained, namely how the attitudes of the spouses of the 

city of Tangerang regarding the principle of monogamy which can be put aside according to Law 

Number 1 of 1974 s Regarding marriage, as well as what are the constraints, impacts, mechanisms and 

solutions for implementing the exclusion of the monogamy principle. This research uses normative 

research methods. The results of this study are the exception to the principle of monogamy as regulated 

in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is a rule that is absorbed from the principles in 

Islamic Sharia and verified by the state for the implementation of these rules in Indonesia with a 

mechanism in place. by the state in order to minimize the existence of a polygamy practice that is not 

covered by positive law in Indonesia, which can result in losses incurred to one of the parties from the 

existence of this practice. 

 

Keywords: Exception, monogamy principle, marriage 

 

Abstrak 

 

Di dalam aturan-aturan atau hukum yang mengatur tentang perkawinan/pernikahan, dikenal suatu asas 

yangsmenjadi salah satu acuan penting di dalam aturan tersebut, yaitusasas monogami. Asas monogami 

adalah suatu prinsip dalam aturan perkawinan/pernikahan dimana seorang laki-slaki sebagai suami 

tidak boleh memiliki istri lebih dari 1 (satu), begitu pun sebaliknya, perempuan sebagai istri sahnya 

boleh memiliki 1 (satu) orang suami. Akan tetapi, asas monogami di dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberikan pengecualian mengenai asas tersebut,syaitu 

dimana seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari seorang apabila adanya dasar persetujuan dari 

isteri pertama. Dari latar belakang tersebut, diperoleh permasalahan yakni bagaimana sikap pasangan 

suami-isteri di Kota Tangerang mengenai asas monogami yang dapat dikesampingkan menurut 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta apakah kendala, dampak, 

mekanisme dan solusi bagi implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengecualian asas monogami 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah 

suatu aturan yang diserap dari kaidah-kaidah dalam Syariat Islam dan diverifikasi oleh negara untuk 

dapat dilaksanakannya aturan tersebut di dalam Indonesia dengan suatu mekanisme yang diadakan oleh 

negara guna meminimalisir adanya suatu praktik poligami yang tidak terjangkau oleh hukum positif di 

Indonesia, yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian yang timbul kepada salah satu pihak dari 

adanya praktik tersebut. 
 

Kata kunci : Pengecualian, asas monogami, perkawinan 

 

A. Pendahuluan 

 

Perkawinan adalah suatu komitmen ikat-

an yang disepakati oleh seorang laki-laki 

(suami) dan perempuan (isteri) yang ketentuan-

nya diatur, baik dalam kaidah-kaidah agama, 

maupun dalam norma-norma hukum masing-

masing negara, untuk dapat menjalani suatu 

keluarga dan hidup bersama, serta mengadakan 

keturunan baru. 

Pada dasarnya setiap manusia yang lahir 

sdan shidup di dunia ini adalah hasil dari sper-

kawinan yang dilakukan oleh manusia juga, 

yaitu antara laki-laki dengan perempuan, maka 

dengan itu lahirlah manusia keturunan baru 

sebagai generasi berikutnya. Akan tetapi, ke-

tentuan mengenai perkawinan tidak sesingkat 

itu. Perkawinan/pernikahan diatur oleh kaidah 

kaidah agama yang menjadi kepercayaan 

masing-masing pasangan yang menjalaninya, 

dan diatur pelaksanaannya dalam aturan atur-

an/hukum yang dibuat oleh manusia agar 

kaidah-kaidah agama mengenai perkawinan/ 

pernikahan tersebut dapat direalisasikan, 

seperti halnya di Indonesia, yaitu dalam Buku 

Ke-1 BW/KUHPerdata Tentang Orang, yang 

mana salah satu di dalam ketentuannya 

mengatur mengenai hubungan perkawinan 

yang dijalani oleh setiap pasangan. 

Lalu seiring perkembangan jaman yang 

otomatis menuntut hukum untuk turut ber-

kembang, ketentuan-ketentuan mengenai per-

kawinan di dalam KUHPerdata tersebut dica-

but, dengan digantikan oleh Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Walaupun demikian, berlaku asas hukum yang 

di kenal dengan istilah non-retroaktif atau tidak 

berlaku urut, maksudnya adalah peraturan 

perundang-undangan terdahulu yang diganti-

kan oleh peraturan perundang-undangan yang 

baru, ketentuannya tetap berlaku apabila di 

dalam peraturan perundang-undangan yang 

baru tersebut tidak mengatur sesuatu yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang terdahulu. Menurut saya, asas tersebut 

diadakan gunasmenjaga agar tidak terjadi 

kekosongan hukum. 

Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perkawinan/pernikahan 

sebagaimana di atas diciptakan sebagai acuan 

bagi Warga Negara Indonesia untuk melang-

sungkan perkawinan/pernikahan. Di samping 

itu, selain mengatur tentang penyelenggaraan 

perkawinan/pernikahan, Undang-Undang No-

mor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga 

mengatur mengenaisputusnya ikatan pernikah-

an/perkawinan (Perceraian). 

Di dalam aturan-aturan atau hukum yang 

mengatur tentang perkawinan/pernikahan, di-

kenal suatu asas yang menjadi salah satu  acuan 

penting di dalam aturan tersebut, yaitu sasas 

monogami. Asas monogami adalah suatu 

prinsip dalam aturan perkawinan/pernikahan, 

di mana seorang laki-slaki sebagai suami tidak 

boleh memiliki istri lebih dari 1 (Satu), begitu 
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pun sebaliknya, perempuan sebagai istri sahnya 

boleh memiliki 1 (satu) orang suami. Sebelum 

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, asas monogami tersebut 

diatur dalam (Pasal 27 Buku Ke-1 BW/ 

KUHPerdata), yang menyatakan bahwa, 

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya 

diperbolehkan mempunyai satu orang perem-

puan sebagai istrinya, seorang perempuan 

hanya satu orang laki sebagai suami-

nya”.
1

Asas tersebut melarang adanya suatu 

praktik poligami atau suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh suami dalam suatu perkawin-

an/pernikahan yang memiliki isteri lebih dari 1 

(satu). 

Dicabutnya ketentuan BW/KUHPerdata 

yang membahas mengenai perkawinan/per-

nikahan dalam Buku Ke-1 sebagaimana di atas, 

menurut saya karena dirasa tidak sesuai dengan 

keadaan sosiologis atau kehidupan masyarakat 

Indonesia yang percaya dan yakin terhadap 

agama (Dogmatis). Akan tetapi kesan dari 

aturan-aturan perkawinan/pernikahan menurut 

KUHPerdata terlalu mengenyampingkan 

aturan-aturan keagamaan. Sebagai contoh yak-

ni Pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Undang-undang memandang soal perkawinan 

semata-mata merupakan perjanjian perdata”.
2
 

Terkait dengan hal tersebut, Meliala, (2014:50) 

menyatakan sebagai berikut: “Dari ketentuan 

ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata me-

mandang perkawinan semata-mata merupakan 

perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan 

agama yang dianut oleh para pihak (ca-

lonsmempelai), dan tidak ada suatu upacara 

keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua 

belah pihak kepada pejabat agama mereka 

membuktikan, bahwa perkawinan dishadapan 

pegawai catatan sipil telah berlangsung 

                                                
1 Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2 Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 

KUHPerdata”.
3
 

Setelah ketentuan mengenai perkawin-

an/pernikahan syang sdiatur sdalam KUHPer-

data dicabut dan digantikan oleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka-

winan. Asas monogami tetap diberlakukan dan 

dicantumkan dalam (Pasal 3 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka-

winan), yang berbunyi, “Pada asanya seorang 

pria hanya boleh memiliki seorang istri”.
4
 

Akan tetapi, asas monogami di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka-

winan tersebut memberikan pengecualian me-

ngenai asas tersebut, yaitu di mana seorang 

laki-laki boleh memiliki isterislebihsdari 

seorang apabila adanya dasar persetujuan dari 

isteri pertama. Ketentuan mengenai pengecu-

alian asas monogami stersebut sdicantumkan 

dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinansyang me-

nyatakan bahwa, “Pengadilan, dapat memberi 

izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- 

pihak yang bersangkutan”.
5

 Dari ketentuan 

tersebut, dapat diartikan bahwa asas monogami 

dapat dikesampingkan dan disetujui oleh peng-

adilan apabila pihak yang bersangkutan, dalam 

hal ini adalah isteri yang sah dari suami yang 

hendak melakukan pengecualian asas mono-

gami itu menyetujui hal tersebut dan bersedia 

untuk dilakukan poligami padanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas seba-

gai suatu pengantar mengenai apa yang akan 

kamisbahas dalam penulisan ini, lalu dalam 

bagian permasalahan ini, untuk mendapatkan 

acuan-acuan sebagai dasar agar pembahasan 

yang kami uraikan dalam penulisansini smen-

                                                
3  Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 50. 
4 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: 

Menteri/Sekertaris Negara, 1974). 
5 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 
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jadi terstruktur dan sistematis, maka akan men-

deskripsikan permasalahan yang menjadi titik 

tolak pembahasan mengenai implementasi 

pengecualian asas monogami tersebut. Penulis-

an jurnal ini mengangkat permasalahan 

mengenai implementasi pengecualian asas 

monogami di Kota Tangerang, antara lain ada-

lah (1) Bagaimana sikap pasangan suami-isteri 

di Kota Tangerang mengenai asas monogami 

yang dapat dikesampingkan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka-

winan?; (2) Apakah yang menjadi kendala 

dalam mengimplementasikan pengecualian 

asas monogami dalam perkawinan di Kota 

Tangerang; (3) Bagaimanakah dampak suatu 

perkawinan ke depannya jika menerapkan 

pengecualian asas monogami sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan?; (4) Bagaimanakah 

mekanisme implementasi pengecualian asas 

monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang sPerkawinan?; dan (5) 

Apakah solusi agar masalah dalam imple-

mentasi pengecualian asas monogami se-

bagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansdi 

Kota Tangerang dapat diselesaikan?. 

 

B.  Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode pe-

nelitian normatif. Dalam Pasal 3 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang mengesampingkan/memberi 

pengecualian terhadap asas monogami yang 

dapat diimplementasikan dengan adanya 

persetujuan dari isteri yang pada saat diimple-

mentasikannya pengecualian asas monogami 

tersebut berstatus sebagai istri sah dari si laki-

laki tersebut sebagai suaminya, artinya dalam 

melaksanakan pengecualian asas monogami 

menurut Undang-sUndang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, terdapat suatu  

unsur syaitu spersetujuan satau skesepakatan 

(Konsensual) syang disepakati soleh sisteri sah 

dari ssuami syang singin sberpoligami tersebut. 

Menurut sMeliala, (2014:52) yang menyatakan 

bahwa: 

Persetujuan sini sberbeda sdengan perse-

tujuan s(Perjanjian) sdalam sBukuIII KUHPer-

data. Satu-satunya spersamaan sadalah bahwa 

keduanya smenghendaki adanya skata sepakat. 

Di sluar situ sada sperbedaannya, perbedaan-

nya sadalah: 

Persetujuan sBiasa: 

1) Hanya sberlaku sbagi spara spihak syang 

mengadakan spersetujuan; 

2) Yang smembuat spersetujuan shanya spara 

pihak syang sbersangkutan; 

3) Isi spersetujuan sbebas, sketentuan sundang-

undang shanya sbersifat melengkapi; 

4) Persetujuan sdapat sdihentikan; sdan 

5) Bentuk stidak spenting, syang spenting ada-

lah sisi spersetujuan.
6
 

Perkawinan: 

1) Berlaku suntuk sumum; 

2) Persetujuan spara spihak sharus sdisahkan 

oleh spemerintah; 

3) Ketentuan sdalam sundang-sundang bersifat 

mengikat; 

4) Perkawinan sdapat sputus skarena: (a).   

kematian, (b). sperceraian sdan (c). atas 

keputusan spengadilan; sdan 

5) Bentuk syang spaling spenting, sisi persetu-

juan stidak spenting. sMisalnya apakah sada 

perkawinan syang ssungguh-sungguh satau 

hanya ssemu belaka.
7
. 

 

C.  Hasil dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan cara penelusuran sliteratur, 

baik sdalam bentuk peraturan perundang-

undangan, buku, dan ssumber-sumber lainnya 

mengenai implementasi pengecualian asas 

monogami sdi sKota sTangerang, ssaya sdapat 

                                                
6 Meliala. Op.cit., hlm. 52 
7 Ibid., 
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mengetahui spenyebab terjadinya smasalah-

masalah yang menjadispolemiksdalam pene-

rapan poligami sdalam sperkawinan. 

Pada sumumnya, spermohonan pengaju-

an suntuk smengimplementasikan pengecualian 

asas monogami satau spoligami ssebagaimana 

yang stelah sdiatur dalam sUndang-sUndang 

Nomor 1 sTahun 1974 sTentang sPerkawinan 

di Kota Tangerang scenderung spara sisteri 

yang ssah sdari spara ssuami syang singin 

melakukan spoligami stersebut smerasa ke-

beratan skarena salasan-salasan subyektif, yaitu 

berdasarkan skecemburuan, kekhawatiran akan 

berkurangnya hak spara sisteri tersebut, sdan 

sebagainya. sWalaupun, sebagian skecil spara 

isteri sdari ssuami syang singin mengimple-

mentasikan spengecualian sasas monogami ter-

sebut smenyepakatinya skarena salasan-alasan 

yang sbersifat religius satau sberpegang pada 

kaidah-kaidah sagama syang smereka yakni, 

dalam shal sini skhususnya sadalah Agama 

Islam, syang smana spopulasi umatnya menjadi 

jumlah syang sdominan satau menjadi mayo-

ritas sdi Indonesia sini. sDalam shal sini, kai-

dah-kaidah sdalam sHukum sIslam mengafir-

masi sadanya spraktik spoligami dengan sya-

rat-ssyarat stertentu, sdan sebagian kaidahnya 

tersebut sdireduksi sdalam sUndang-sUndang 

Nomor 1 Tahun 1974sTentang Perkawinansdan 

diverifikasi suntuk sdapat diberlakukan. 

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kota 

Tangerang stetap sbersikap normatif, sartinya 

berpegang steguh spada speraturan sperun-

dang-undangan yang sberlaku smengenai 

implementasi spengecualian sasas smonogami, 

yaitu Undang-sUndang sNomor 1 sTahun 1974 

Tentang sPerkawinan, syang sdalam ketentuan 

pelaksanaannya sberpegang soleh sunsur kon-

sensual satau kesepakatan spara spihak, 

khususnya spada sperempuan ssebagai sisteri. 

Jika suaminya smengajukan spermohonan 

poligami sdengan spersetujuan sistrinya yang 

sah spada ssaat spermohonan stersebut diaju-

kan, sumumnya spermohonan tersebut dikabul-

kan soleh sHakim sPengadilan sAgama Kota 

Tangerang. 

Namun, pada Tanggal 29 Juli Tahun 

2010, sebagaimana dikutip dalam 

(http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/

3074/Pengadilan/20s10:1) Pengadilan sAgama 

Kota sTangerang spernah smelarang/smenolak  

implementasi spengecualian sasas smonogami 

tersebut, skarena spraktik tersebut diseleng-

garakan sdengan scara snikah smassal dan 

secara sgratis stanpa memiliki sprosedur ijin 

poligami satas spersetujuan sistri spertama.
8
 

Ketua Pengadilan sAgama sKota sTangerang, 

yaitu Tata sSutaryuga, smenyatakan pengadilan 

tidak sakan smengabulkan spermohonan per-

nikahan sataupun membuat sakte snikah pelaku 

poligami smelalui snikah smassal gratis syang 

dilaksanakan spemerintah sdaerah setempat. 

Menurut sSutaryuga (2010:10), menyatakan 

bahwa: 

“Kasus sini smasuk sranah sperkara ho-

lunter satau sperkara syang tidak ada slawan 

dari spemohon ssatu sdan spemohon sdua, sjika 

ditemukan skasus poligami smenikah sdalam 

nikah smassal smaka sperkaranya sakan diru-

bah menjadi sperkara stendensius satau perkara 

yang sterdapat slawan. sMereka yang berpoli-

gami sdan singin smenikah slagi diperintahkan 

menarik sistri pertamanya menjadi spihak 

(Saksi) sdan sharus smemiliki ijin spoligami. 

Dengan sbegitu spengadilan akan smenyetujui 

pernikahan stanpa sharus melalui nikah massal 

dengan sadanya sprosedur stersebut. sAkan 

tetapi, sjika sistri pertama stidak smenyetujui 

dan spelaku spoligami stidak smemiliki sijin 

poligami. sMajelis sakan smenolak sperkara 

poligami smenikah sdan pembuatan akte nikah 

dengan sistri sbarunya”.
9
 

                                                
8  TangerangNews. “Pengadilan Melarang, Pria 
Poligami Nikah Massal”. Dalam 

http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/

 Pengadilan/2010. 

 
9 Ibid,. 

http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/Pengadilan/20s10:1
http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/Pengadilan/20s10:1
http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/%09Pengadilan/2010
http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/%09Pengadilan/2010
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Berdasarkan hasil penelitian yang ber-

titik-tolak spada sPengadilan Agama sKota 

Tangerang sdalam smenyikapi spraktik poli-

gami sdalam srangka implementasi sdari 

pengecualian sasas smonogami sebagaimana 

dimaksud dalam sUndang-sUndang sNomor 1 

Tahun 1974 sTentang sPerkawinan, saya dapat 

menganalisa sbahwa simplementasi sterhadap 

pengecualian sasas monogami sdi sKota 

Tangerang scukup sdirealisasikan ssecara 

normatif sesuai ketentuan shukum spositif sdi 

Indonesia. 

Berdasarkan speraturan sperundang-

undangan syang smengatur sperihal perkawi-

nan/spernikahan, sPengadilan sAgama diberi-

kan skewenangan suntuk melegitimasi spraktik 

poligami syang sdilakukan soleh ssuami ber-

dasarkan persetujuan sisteri, sapabila suami 

menerobos sketentuan stersebut sdengan cara 

menikah ssecara ssirih satau shanya ssecara sah 

menurut sagamanya, sebagaimana sdimaksud 

dalam Pasal s2 ayat 1 sUndang-sUndang 

Nomor 1 Tahun 1974 sTentang sPerkawinan, 

yang smenyatakan sbahwa, “Perkawinan ada-

lah ssah sapabila sdilakukan smenurut hukum 

masing-smasing sagama sdan kepercayaannya 

itu”.
10

 sPraktik spoligami yang smengacu spada 

norma tersebut, dianggap ssah sapabila 

dilakukan ssesuai sdengan shukum sagama 

yang bersangkutan. sAkan stetapi, sapabila ter-

jadi smasalah skeperdataan sdi sdalam perka-

winan/spernikahan syang ssudah berlangsung 

tersebut, sseperti shalnya pembagian sharta 

gono-gini, spenetapan swaris, spenetapan cerai, 

hak sasuh atas sanak, sdan ssebagainya. Maka 

perkawinan/spernikahan syang dilakukan 

secara ssirih stersebut stidak memiliki kedu-

dukan shukum (Legal standing) untuk melim-

pahkan sperkaranya stersebut skepada 

Pengadilan sAgama, skarena perkawinan terse-

but shanya sdianggap ssah ssebagai perkawi-

nan syang shanya mengacu spada norma syang 

                                                
10 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

mana ssebagai srujukan sdari kaidah-skaidah 

agama syang sbersangkutan tanpa merealisasi-

kan snorma-snorma shukum positif slainnya, 

sebagaimana sdimaksud dalam s(Pasal s2 ayat 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang sPerkawinan), yang smenyatakan bah-

wa, “Tiap-tiap perkawinan sdicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berla-

ku”.
11

 Artinya, sharus sadanya sintervensi dari 

hukum yang sdiciptakan soleh snegara untuk 

menyelenggarakan perkawinan/pernikahan 

agar srealisasinya stersebut sterpantau oleh 

negara. 

Dengan begitu, apabila pernikahan/ 

perkawinan itu dilakukan sdengan cara ssesuai 

hukum syang sberlaku, smaka sotomatis sakan 

sesuai juga sdengan kaidah-kaidah sagama 

yang bersangkutan, serta smendapatkan kedu-

dukan hukum (Legal standing) suntuk melim-

pahkan ssuatu sperkara skepada Pengadilan 

Agama, sapabila sdalam shal perkawinan/ 

pernikahan stersebut terjadi masalah syang 

harus diselesaikan secara hukum, dan mem-

butuhkan penetapan-penetapan dari Pengadilan 

Agama syang sbersangkutan. 

Pada dasarnya, pengecualian asas mono-

gami sebagai acuan dalam perkawinan/ 

pernikahan sebagaimana diatursoleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, sadalah srepresentasi sdari kaidah-

kaidah dalam sagama, skhususnya sdalam shal 

ini sadalah sAgama sIslam. Yang dalam prak-

tiknya sdicontohkan soleh spara sNabi dalam 

tokoh sagama tersebut sebagai junjungan spara 

umatnya ssaat sini. sAkan tetapi, sdalam prak-

tik pengecualian asas monogami stersebut 

terdapat sbeberapa persyaratan syang harus 

dipenuhi selain sdari pada spersetujuan sdari 

isteri ssebelumnya, spersyaratan stersebut 

diatur sdalam sPeraturan sPemerintah sNomor 

9 sTahun 1975 sTentang Pelaksanaan Undang-

Undang sNomor 1 sTahun s1974 sTentang 

                                                
11 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 
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Perkawinan, yaitu sdalam (Pasal 41 sPeraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975) stersebut, yang 

smenyatakan sbahwa: 

Pengadilan kemudian memeriksa me-

ngenai: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memung-

kinkan seorang suami kawin lagi, ialah: 

- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya ssebagai sisteri; 

- Bahwa isteri mendapat cacat pada 

badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

- Bahwa sisteri stidak sdapat smelahirkan 

keturunan. 

b. Ada satau stidaknya spersetujuan sdari 

isteri, baik spersetujuan slisan maupun ter-

tulis, sapabila spersetujuan situ merupakan 

persetujuan slisan, persetujuan itu sharus 

diucapkan sdi sdepan ssidang pengadilan. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami 

untuk smenjamin skeperluan shidup isteri-

isteri dan anak-anak, dengan memper- 

lihatkan: 

 Surat sketerangan smengenai penghasil-

an suami syang sditanda-tangani soleh 

bendahara stempat bekerja; satau 

 Surat sketerangan spajak spenghasilan; 

atau 

 Surat keterangan lain yang dapat 

diterima oleh Pengadilan; 

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 

anak-anak mereka dengan pernyataan atau 

janji dari suami yang dibuat dalam bentuk 

yang ditetapkan untuk itu.
12

 

 

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peratur-

an Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksansan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana di atas 

                                                
12  Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

(Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara, 1975). 

dapat dikatakan bahwa implementasi dari 

pengecualian asas monogami tersebut tidaklah 

cukup hanya dengan syarat persetujuan isteri 

sebelumnya, melainkan terdapat ketentuan-

ketentuan lain sebagai pertimbangan bagi 

Pengadilan Agama untuk melegitimasi serta 

memberikan ijin terhadap implementasi penge-

cualian asas monogami tersebut. Jadi, dengan 

demikian secara eksplisit kualifikasi seorang 

laki-laki untuk dapat mengimplementasikan 

pengecualian asas monogami di dalam per-

kawinan/pernikahannya tersebut cukup dapat 

dikatakan rumit dan hanya seorang laki-laki 

dengan keadaan keluarga tertentu yang dapat 

dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama 

untuk dapat mengimplementasikan pengecuali-

an asas monogami. 

 

1. Mekanisme Implementasi Pengecualian 

Asas Monogami 

Mekanisme implementasi pengecualian 

asas monogami adalah serangkaian ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai tata-cara im-

plementasi pengecualian asas monogami yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai 

lembaga yudikatif yang berwenang untuk 

melegitimasi atau memberikan ijin kepada 

pemohon untuk dapat melakukan poligami, dan 

oleh suami yang ingin mengimplementasikan 

pengecualian asas monogami tersebut sebagai 

pemohon agar mendapatkan legitimasi atau ijin 

untuk melakukan poligami. 

Berdasarkan persyaratan untuk dapat 

mengimplementasikan pengecualian asas mo-

nogami sebagaimana dalam pembahasan di 

atas, apabila persyaratan tersebut telah 

dipenuhi, lalu dilakukan suatu proses untuk 

dapat diuji dan dipertimbangkan oleh Penga-

dilan Agama dengan berpegang pada kepada 

serangkaian aturan yang mengatur secara 

teknis tentang pelaksanaan implementasi 

pengecualian asas monogami tersebut. Serang-

kaian ketentuan mengenai tata-cara tersebut 

diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per-

kawinan. 

Untuk dapat melakukan impementasi 

pengecualian asas monogami, seorang laki-laki 

(Suami) wajib mengajukan permohonan dalam 

bentuk tertulis kepada Pengadilan Agama yang 

bersangkutan, sebagaimana diatur dalam (Pasal 

40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), 

yang menyatakan bahwa, “Apabila seorang 

suami bermaksud untuk beristeri lebih dari 

seorang maka ia wajib mengajukan per-

mohonan tertulis kepada Pengadilan”.
13

 Lalu, 

apabila seluruh persyaratan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, sebagaimana yang telah saya 

deskripsikan dalam pembahasan sebelumnya 

sebagai persyaratan seorang suami untuk dapat 

mengimplementasikan pengecualian asas 

monogami telah dipenuhi, maka setelah itu 

Pengadilan Agama memeriksa dan memper-

timbangkan persyaratan yang diajukan oleh 

pemohon tersebut untuk dapat dipertimbangkan 

kredibilitas dan akuntabilitas dari persyaratan 

tertulis sebagai bentuk persyaratan formil, 

seperti halnya surat yang berisi persetujuan 

oleh isteri pemohon (Jika persetujuan tersebut 

dalam bentuk tertulis), surat keterangan 

mengenai penghasilan suami,  atau surat kete-

rangan pajak penghasilan, atau surat-surat lain 

yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh 

Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 huruf (c) dan (d) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 

Dalam tingkat pemerikasaan berdasarkan 

permohonan implementasi pengecualian asas 

monogami sebagaimana di atas, Pengadilan 

Agama yang bersangkutan harus memanggil 

dan mendengar keterangan dari istri pemohon 

yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur di 

                                                
13 Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 

dalam (Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975), yang menyatakan bah-

wa, “Dalam melakukan pemeriksaan mengenai 

hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus 

memanggil dan mendengar isteri yang ber-

sangkutan”.
14

 

Jangka waktu yang diluangkan oleh 

Pengadilan Agama yang bersangkutan pada 

pemeriksaan mengenai permohonan untuk 

mengimplementasikan pengecualian asas 

monogami yang diajukan oleh pemohon, diatur 

dalam (Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975), yang mengatur bahwa, 

“Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan 

oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah diterimanya surat per-

mohonan beserta lampiran-lampirannya”.
15

 

Apabila dalam hal tersebut Pengadilan Agama 

yang bersangkutan menilai bahwa telah cukup 

bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat dari 

pemohon, maka Pengadilan agama memberi-

kan putusannya yang berupa ijin untuk meng-

implementasikan pengecualian asas monogami 

bagi pemohon yang bersangkutan, dan begitu 

pun sebaliknya. 

 

2. Solusi Untuk Meminimalisir Polemik 

Dalam Implementasi Pengecualian Asas 

Monogami 

Sebagaimana telah disinggung pada pem-

bahasan sebelumnya, bahwa seringkali terjadi 

masalah-masalah dalam implementasi penge-

cualian asas monogami, terutama dari pihak 

isteri, karena pada umumnya pihak isteri lah 

yang merasa dirugikan dalam praktik poligami 

ini, dan juga tidak sedikit isteri yang meng-

gugat cerai suaminya yang berniat untuk meng-

implementasikan pengecualian asas monogami 

tersebut. 

                                                
14  Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
15  Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Dalam hal ini, kami akan memberikan 

pendapat yang mungkin bermanfaat guna me-

minimalisir adanya polemik di tengah keluarga 

dalam mengimplementasikan pengecualian 

asas monogami. 

Pada hakikatnya, ketentuan mengenai 

pengecualian asas monogami itu adalah hasil 

serapan dari kaidah-kaidah yang ada dalam 

Syariat Islam, maka akan lebih baik apabila 

suami yang ingin melakukan implementasi asas 

monogami tersebut, sebelumnya telah memberi 

edukasi kepada isterinya yang bersangkutan 

dan bermediasi dengan ahli di bidang keagama-

an untuk dapat menyampaikan jaminan-

jaminan yang positif dari adanya praktik 

poligami tersebut. Proses tersebut tidaklah 

singkat dan cepat, melainkan perlu adanya 

kesabaran dalam memberikan doktrin dari 

kaidah-kaidah agama kepada isteri. 

Selain itu, pihak suami pun harus 

menunjukkan integritasnya sebagai seorang 

laki-laki yang dapat adil dan bertanggungjawab, 

serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi dalam ruang lingkup 

keluarga, dan juga faktor penghasilan pun 

menjadi landasan yang serius untuk dapat 

melakukan implementasi pengecualian asas 

monogami tersebut, maka dari itu suami harus 

memperhatikan penghasilan yang ia miliki dan 

juga meningkatkannya. Sebab, jika ia ingin 

melakukan implementasi pengecualian asas 

monogami, tentu tanggung jawab dan beban 

finansialnya akan meningkat, serta dalam 

pembagian hak isteri-isteri dan anak-anak dari 

mereka haruslah adil. 

Akan tetapi, tidak semua isteri menye-

tujuinya walaupun sebenarnya ia telah percaya 

kepada suaminya, jika seperti ini biasanya 

adalah faktor kecemburuan dari isteri yang 

bersangkutan, jika hal tersebut yang terjadi, 

maka suami harus bicarakan secara baik-baik 

kepada isterinya tersebut dan mengutarakan 

alasan-alasan mengapa ia ingin melakuan 

implementasi pengecualian asas monogami 

tersebut. Dalam hal ini, suami harus pandai 

dalam mengendalikan suasana, karena suasana 

yang rentan terjadi adalah suasana yang negatif 

dan berdampak buruk dalam keluarga. Saran 

saya, dalam hal ini akan lebih baik jika suami 

turut mengundang seseorang yang memang 

dipercaya oleh isterinya, seperti: tokoh agama, 

orang tua dari istrinya tersebut, atau orang lain 

yang mampu menciptakan suasana dan dampak 

positif dari mediasi penyampaian suami kepada 

isterinya untuk dapat melakukan implementasi 

pengecualian asas monogami. 

 

D. Simpulan 

 

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan 

di atas mengenai implementasi pengecualian 

asas monogami secara yuridis, dapat diberikan 

simpulan bahwa pada dasarnya adanya aturan 

mengenai pengecualian asas monogami seba-

gaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

adalah suatu aturan yang diserap dari kaidah-

kaidah dalam Syariat Islam dan diverifikasi 

oleh negara untuk dapat dilaksanakannya 

aturan tersebut di dalam Indonesia dengan 

suatu mekanisme yang diadakan oleh negara 

guna meminimalisir adanya suatu praktik 

poligami yang tidak terjangkau oleh hukum 

positif di Indonesia, yang dapat mengakibatkan 

kerugian-kerugian yang timbul kepada salah 

satu pihak dari adanya praktik tersebut. 

Adapun mengenai proses mekanisme 

pengajuan permohonan untuk dapat mengim-

plementasikan pengecualian asas monogami 

tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerin-

tah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, diantaranya terdapat syarat formil 

yang berupa surat pengajuan tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan dari 

pengajuan tertulis tersebut, dilakukan peme-

rikasaan dengan memanggil isteri yang ber-

sangkutan dan mendengar keterangan perse-

tujuannya mengenai kehendak suaminya untuk 
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melakukan poligami, setelah itu terdapat juga 

syarat-syarat yang harus dipenuhi suami untuk 

dapat mengimplementasikan pengecualian asas 

monogami tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang 

itu sebagaimana telah diuraikan dalam 

pembahasan. 

Secara realitas, berdasarkan studi kasus 

di Pengadilan Agama Kota Tangerang, dalam 

bentuk penelusuran literatur terkait dengan 

pembahasan yang saya susun dalam bentuk 

jurnal ini, pada kenyataannya walaupun 

pengecualian asas monogami sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, adalah hasil serapan 

dari kaidah-kaidah dalam Syariat Islam, 

sekalipun Umat Islam mendominasi secara 

jumlah populasi penduduk di Kota Tangerang, 

bahkan secara nasional. Akan tetapi, tetap 

masih banyak pihak yang tidak menyetujui 

implementasi pengecualian asas monogami 

tersebut, khususnya pihak-pihak isteri yang sah 

dari suami yang hendak mengajukan permo-

honan implementasi pengecualian asas mono-

gami tersebut di Pengadilan Agama Kota 

Tangerang, bahkan tidak sedikit hal tersebut 

menjadi dasar pertengkaran antara suami 

dengan isteri yang berujung dengan perceraian. 

Lebih dari itu, ada pula pihak suami yang 

hendak melakukan implementasi pengecualian 

asas monogami tersebut memilih untuk tidak 

menerlibatkan persetujuan dari isteri dengan 

cara menikah secara siri dan menikah massal 

sebagaimana contoh kasus yang diuraikan 

dalam pembahasan hasil penelitian ini.  

Perbuatan seperti itu harus dihindari, karena 

dampak ke depannya cenderung banyak 

merugikan pihak perempuan sebagai para isteri 

dari pelaku poligami tersebut, baik dirugikan 

dalam segi hak-haknya yang seharusnya 

didapatkan maupun dari segi kedudukan 

hukum (Legal standing) bagi isteri yang dini-

kahi secara sirih atau hanya secara sah dalam 

hukum agama dengan tidak menjalankan 

aturan-aturan lainnya dalam peraturan per-

undang-undangan sebagai mekanisme untuk 

mengimplementasikan pengecualian asas 

monogami tersebut. 
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